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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan  

1. Pelaksanaan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan 

akta jual beli tanah di Desa Ujung Padang Kabupaten Mukomuko adalah 

pejabat umum berwenang yang diangkat untuk membuat akta otentik, seperti 

Akta Jual Beli (AJB), guna membuktikan sahnya peralihan hak atas tanah dan 

satuan rumah susun. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) membantu Kepala 

Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah dengan meneliti kebenaran 

formal dokumen. Ditemukan bahwa sebagian masyarakat Desa Ujung Padang 

meminta bantuan Kepala Desa untuk membuat Surat Jual Beli Tanah, tanpa 

melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Jual 

Beli. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kecendrungan masyarakat untuk 

menggunakan mekanisme administratif desa yang dianggap lebih mudah dan 

sederhana, meskipun secara yuridis tidak sepenuhnya memberikan kepastian 

hukum sebagaimana akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT). 

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah di Desa Ujung Padang Kabupaten 

Mukomuko adalah : 

a. Perbedaan Luas Tanah dalam Sertifikat Lama 

b. Ketidaksesuaian Nama Pemilik antara Sertifikat dan KTP Elektronik 

c. Perubahan Administrasi Akibat Pemekaran Desa 
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d. Ketidaksesuaian Luas Tanah dengan Hasil Pengukuran Terbaru 

e. Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah 

3. Upaya yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam 

mengatasi kendala yang terdapat di dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah di 

Desa Ujung Padang Kabupaten Mukomuko berupa : 

a. Permohonan Perbaikan Data Nama Pemilik Tanah 

b. Penyesuaian Data Akibat Pemekaran Desa 

c. Penyelesaian Tumpang Tindih Tanah melalui Pendataan Batas 

d. Koordinasi dengan BPN sebelum Pembuatan Akta 

B. Saran 

1. Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta jual beli 

tanah di perlukan penguatan sosialisasi hukum pertanahan 

Diperlukan upaya berkelanjutan dari instansi terkait, khususnya Pejabat 

Pembuat Akta Tanah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk 

melakukan sosialisasi hukum pertanahan kepada masyarakat. Sosialisasi ini 

bertujuan agar masyarakat memahami prosedur peralihan hak atas tanah 

yang benar serta menyadari pentingnya pembuatan Akta Jual Beli melalui 

Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai akta autentik yang memberikan 

kepastian hukum. 

2. Untuk mengatasi kendala-kendala diperlukan peningkatan peran aparat desa 

Aparat desa diharapkan dapat berperan sebagai penghubung antara 

masyarakat dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan memberikan informasi 

yang tepat terkait prosedur jual beli tanah. Aparat desa sebaiknya tidak hanya 
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memfasilitasi administrasi, tetapi juga mengarahkan masyarakat untuk 

menempuh proses hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

3. Upaya yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam mengatasi 

kendala perlu dilakukan pembentukan kesadaran hukum masyarakat 

Masyarakat perlu didorong untuk memahami bahwa peralihan hak atas tanah 

harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah, yaitu dengan 

pembuatan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak hanya mengutamakan 

kemudahan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kepastian dan 

perlindungan hukum jangka Panjang. 
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